
BUPATI TUBAN 

PERATURANBUPATITUBAN 
NOMOR 60 TAHUN 2015 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

bahwa sebagai tindak lanjut keseluruhan rangkaian 

tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 

seria untuk meiaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan 

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

W alikota dan W aki1 W alikota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

51 Tahun 2015, maka guna mendukung kelancaran 

pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Standar 

Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Tuban Tahun Anggaran 2016 dalam 

suatu Peraturan Bupati; 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Repuhiik incionesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta W alikota dan W akil W alikota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21); 



Menetapkan: 

-3-

8. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Tu.ban Nomor 33 Tahun 2012; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN 

BARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PEMILIHAN BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Tu.ban Tahun Anggaran 2016 adalah: 

a. biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara 

mandiri maupun gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk 

memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah 

Kabupaten Tu.ban; 

b. sebagai pedoman untuk mengevaluasi harga yang dikalkulasikan 

secara keahlian; dan 

c. sebagai pedoman/ acuan penyusunan kebijakan anggaran. 

Pasal 2 

(1) Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Toban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

diperuntukkan untuk kebutuhan: 

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tu.ban; dan 

b. Panitla Pengawas Pemilihan Kabupaten Tu.ban. 
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(2) Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

(3) Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah 

termasuk pajak. 

Pasal 3 

Dalam hal belum ditetapkannya standar satuan harga sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada Standar Satuan Harga 

Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 29 Vesember ~- 2~15 

SEKRETARIS DAERAH, 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 29 Desember: 2015 

1 
l1 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NO MOR 60 TAHUN 2016 
TENTANG 
STANDAR SATUAN HARGA 
~~J3.QT!J.HAN ___ .. _____ ~ENPANM.~ 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI TUBAN TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

STANDAR SATUAN BARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN 

SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

HAR.GA 

1 2 3 4 

I. HONORARIUM 

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

1. Ketua OB 6.500.000 

2. Anggota OB 5.550.000 

b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten 

1. Sekretaris OB 1.750.000 

2. Kasubbag OB 1.000.000 

3. Benda.hara OB 750.000 

4. Pelaksana OB 700.000 

5. Tenaga pendukung dan tenaga 
OB 500.000 

honorer 

6. Tenaga pendukung outsoursing OB 750.000 

c. PPK . 

1. Ketua OB 1.250.000 

2. Anggota OB 1.000.000 

d. Sekretariat PPK 

1. Sekretaris OB 750.000 

2. I?elaksa:na 06 400.000 

e. PPS 

1. Ketua OB 500.000 

2. Anggota OB 400.000 
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SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

HARGA 

1 2 3 4 

f. Sekretariat PPS 

1. Sekretaris OB 300.000 

2. Urusan Teknik Penyelenggara OB 200.000 

3. Urusan TU Keuangan OB 200.000 

g. Kelompok Kerja (Pokja) 

1. Kelompok Kerja (Pokja) Kehumasan, 

Media Center dart Pelayanart Irtfotmasi 

Pemilihan Kepala Daerah: 

a) Pengarah OB 350.000 

b) Penanggungjawab OB 325.000 

c) Ketua OB 300.000 

d) Wakil Ketua OB 275.000 

e) Sekretaris OB 250.000 

f) Anggota OB 200.000 

2. Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian 

Sengketa Hukum: 

a) I?ertgatali OB 350.000 

b) Penanggungjawab OB 325.000 

c) Ketua OB 300.000 

d) Wakil Ketua OB 275.000 

e) Sekretaris OB 250.000 

f) Anggota OB 200.000 

3. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan 

Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan 

Calon Terpilih: 

a) Pengarah OB 350.000 

b) I?ertartggurtgjawaJj O:B J25.000 

c) Ketua OB 300.000 

d) Wakil Ketua OB 275.000 

e) Sekretaris OB 250.000 

f) Anggota OB 200.000 



-3-

SATU SATUAN 
NO NAMABARANG 

AN HARGA 

1 2 3 4 

4. Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi 

Pilkada dan Penyusunan Pelaporan: 

a) Pengarah OB 350.000 

b) Penanggungjawab OB 325.000 

c) Ketua OB 300.000 

d) Wakil Ketua OB 275.000 

e) Sekretaris OB 250.000 

f) Anggota OB 200.000 

5. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan 

SPIP Dalam Rangka Pengawasan dan 

Pemeriksaan: 

a) Pengarah OB 350.000 

b) Penanggungjawab OB 325.000 

c) Ketua OB 300.000 

d) Wakil Ketua OB 275.000 

e) Sekretaris OB 250.000 

f) Anggota OB 200.000 

PEMBELIAN PENGADAAN BARANG DAN 
II. 

JASA 

11.1 Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa 

a. Pejabat Pembuat Komitmen OB 700.000 

b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB 400.000 

C. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa (Pokja 

ULP): 

1.Ketua OP 400.000 

2.Sekretaris OP 350.000 

3.Anggota OP 325.000 

d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

l.Ketua OP 250.000 

2.Sekretaris OP 225.000 

3.Anggota OP 200.000 

11.2 Biaya Pengosongan Kotak Suara 

a. tenaga kerja OH 75.000 
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SATU SATUAN 
NO NAMABARANG 

AN BARGA 

1 2 3 4 

4. Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi 

Pilkada dan Penyusunan Pelaporan: 

a) Pengarah OB 350.000 

b) Penanggungjawab OB 325.000 

c) Ketua OB 300.000 

d) Wakil Ketua OB 275.000 

e) Sekretaris OB 250.000 

f) Anggota OB 200.000 

5. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan 

SPIP Dalam Rangka Pengawasan dan 

Pemeriksaan: 

a) Pengarah OB 350.000 

b) Penanggungjawab OB 325.000 

c) Ketua OB 300.000 

d) Wakil Ketua OB 275.000 

e) Sekretaris OB 250.000 

f) Anggota OB 200.000 

PEMBELIAN PENGADAAN BARANG DAN 
II. 

JASA 

11.1 Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa 

a. Pejabat Pembuat Komitmen OB 700.000 

b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB 400.000 

C. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja 

ULP): 

1.Ketua OP 400.000 

2.Sekretaris OP 350.000 

3.Anggota OP 325.000 

d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

1.Ketua OP 250.000 

2.Sekretaris OP 225.000 

3.Anggota OP 200.000 

11.2 Biaya Pengosongan Kotak Suara 

a. tenaga kerja OH 75.000 



-5-

SATU SATUAN 
NO NAMABARANG 

AN HARGA 

1 2 3 4 

11.8 Pembubaran PPK dan PPS 

a. PPK Keg 25.000.000 

b. PPS Keg 15.000.000 

c. Sewa gedung Keg 8.500.000 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NO MOR 60 TAHUN 2016 
TENTANG 
STANDAR SATUAN HARGA 
KEBUTUHAN PENDANAAN 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI TUBAN TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TUBAN 

SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

HARGA 

1 2 3 4 

I. HONORARIUM DAN UANG LEMBUR 

1.1 Honorarium 

a. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten 

1. Ketua OB 6.500.000 

2. Anggota OB 5.550.000 

b. Pelaksana Kegiatan 

1. Kepala Sekretariat OB 1.000.000 

2. Tenaga Pendukung (PNS) OB 700.000 

3. Tenaga Pendukung (Non PNS) OB 1.000.000 

c. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan 

1. Ketua OB 1.250.000 

2. Anggota OB 1.000.000 

d. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan 

Kecamatan 

1. Kepala. Sekretaria.t OB 700.000 

2. Tenaga Pendukung (PNS) OB 500.000 

3. Tenaga Pendukung (Non PNS) OB 750.000 

e. Kelompok Kerja (Pokja) 

Kelompok Kerja (Pokja) di Panwaslih 

Kabupaten 

Kelompok Kerja (Polrja) Sentra 

Gakkumdu: 
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SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

BARGA 

1 2 3 4 

1. Pembina OB 600.000 

2. Ketua OB 500.000 

3. Sekretaris OB 450.000 

4. Anggota OB 400.000 

r. Pengelola Keuangan Daerah 

1. Pejabat Pembuat Komitmen OB 400.000 

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu OB 250.000 

3. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa OB 250.000 

4. Pejabat Penerima Hasil Pengadaan OB 
200.000 

Barang dan Jasa 

g. Panitia Kegiatan Bimtek/Rakor 

Evaluasi Pengawasan Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten 

1. Pengarah OB 275.000 

2. Ketua OB 225.000 

3. Sekretaris OB 150.000 

~- Anggota OB 125.000 

h. Jasa Profesi Kegiatan Bimtek/Rakor 

Evaluasi Pengawasan Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten 

1. narasumber OJ 500.000 

2. moderator OJ 250.000 

i. Panitia Kegiatan Bimtek/Rakor 

Evaluasi Kesekretariatan 

1. Pengarah OB 275.000 

2. Ketua OB 225.000 

3. Sekretaris OB 130.000 

4. Anggota OB 125.000 

j. Jasa Profesi Kegiatan Bimtek/Rakor 

Evaluasi Kesekretariatan 

1. narasumber OJ 500.000 

2. moderator OJ 250.000 
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SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

HARGA 

1 2 3 4 

k. Panitia Kegiatan Bimtek/Rakor 

Evaluasi Pengawasan Pemilukada 

Dengan Stakeholder 

1. Pengarah OB 275.000 

2. Ketua OB 225.000 

3. Sekretaris OB 150.000 

4. Anggota OB 125.000 

1. Jasa Profesi Kegiatan Bimtek/Rakor 

Evaluasi Pengawasan Pemilukada 

dengan Stakeholder 

1. narasumber OJ 500.000 

2. moderator OJ 250.000 

1.2 UangLembur 

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten 

1. tenaga pendukung (PNS) OJ 12.000 

2. tenaga pendukung (Non PNS) OJ 10.000 

3. uang makan lembur OH 20.000 

II. 
PEMBELIAN /PENGADAAN BARANG DAN 

JASA 

Pengadaan Barang Cetakan dan 
11.1 

Penggandaan 

1. Panitia Pengawas Pemilihan Pkt 6.000.000 

Ka bu paten 

2. Panitia Pengawas Pemilihan Pkt 350.000 

Kecamatan 

11.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten 

1. alat tulis kantor Pkt 6.000.000 

2. jasa pos dan giro 

a) materai 6.000 Lbr 6.000 

b) materai 3.000 Lbr 3.000 

b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan 

1. alat tulis kantor Pkt 1.500.000 
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SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

BARGA 

1 2 3 4 

2. jasa pos dan giro 

a) materai 6.000 Lbr 6.000 

b) materai 3.000 Lbr 3.000 

11.3 Piagam Penghargaan 

a. Pengawas Pemilihan Kabupaten Buah 5.000 

b. Pengawas Pemilihan Kecamatan Buah 5.000 

11.4 Sewa Keperluan Kantur 

a. Panitia Pengawas Pemilihan 

Kabupaten 

1. sewa komputer printer Pkt/B 500.000 

2. sewa laptop UB 500.000 

3. sewa handycam UB 400.000 

4. sewakamera UB 350.000 

5. sewa LCD proyektor UB 800.000 

6. sewaAC UB 350.000 

7. sewa backsound UB 500.000 

B. sewa btankas U:B 200.000 

9. sewa kursi pimpinan UB 300.000 

10. sewa kursi rapat • UB 3.000 

11. sewa lemari buku UB 200.000 

12. sewa telepon/ fax UB 150.000 

b. Panitia Pengawas Pemilihan 

Kecamatan 

sewa komputer dan printer UB 500.000 

11.5 Sewa Kendaraan 

Sewa kendaraan roda 4 Panitia Pengawas Bulan 5.000.000 

Peffillilian Ka.Btipatefi 

11.6 BBM 

Kendaraan roda 4 
sesuai harga 

a. 
pasar 

b. Kendaraan roda 2 
sesuai harga 

pasar 
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SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

BARGA 

1 2 3 4 

11.7 Konsumsi (tamu/ rapat/harian/kegiatan) 

a. makan minum harian Panitia Pengawas Bulan 
1.250.000 

Pemilihan Kabupaten 

b. makan minum tamu Panitia Pengawas Bulan 
600.000 

Pemilihan Kabupaten 

c. makan minum tamu Panitia Pengawas 
Bulan 350.000 

Pemilihan Kecamatan 

Langganan Daya Dan Jasa Abonemen 
11.8 

Surat Kabar dan Multi Media 

a. langganan media cetak (koran) Panitia 
sesuai harga Bulan Pengawas Pemilihan Kabupaten pasar 

b. biayajasa telepon/intemet Bulan 
sesuai harga 
tarif 

c. biaya listrik Bulan 
ses_~ai harga 
tarif 

d. biaya air Bulan sesuai harga 
tarif 

BIMBINGAN TEKNIS, RA.KOR DAN 
III. 

RAl{EIUflS 

111.1 
Bimtek/Rakor Evaluasi Pengawasan 

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten 

a. seminar kit pkt 15.000 

b. alat tulis kantor Pkt 300.000 

I c. penggandaan Pkt 10.000 

d. dekorasi/ spanduk Pkt 200.000 

e. dokumentasi Pkt 200.000 

f. sewagedung Pkt 2.000.000 

g. bantuan akomodasi narasumber dan OH 500.000 

moderator 

h. bantuan transport peserta OK 100.000 

i. konsumsi Pkt 42.500 

111.2 Bimtek/Rakor Evaluasi Kesekretariatan 

a. seminar kit pkt 15.000 

b. alat tulis kantor Pkt 300.000 

c. pengganda~n Pkt 10.000 
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SATUAN 
NO NAMABARANG SATUAN 

BARGA 

1 2 3 4 

d. dekorasi/ spanduk Pkt 200.000 

e. dokumentasi Pkt 200.000 

f. sewa gedung Pkt 2.000.000 

g. bantuan akomodasi narasumber dan OH 500.000 

moderator 

h. bantuan transport peserta OK 100.000 

i. konsumsi Pkt 42.500 

Rakernis Basil Pengawasan dengan Panitia 
111.3 

Pengawas Pemilihan Kecamatan 

a.penggandaan Pkt 100.000 

b. bantuan transport peserta OK 100.000 

c. konsumsi dan snack rapat Pkt 35.000 

Rakernis Sekretariat Dengan Panitia 
111.4 

Pengawas Pemilihan Kecamatan 

a.penggandaan Pkt 100.000 

b. bantuan transport peserta OK 100.000 

c. konsumsi dan snack rapat Pkt 35.000 

111.5 
Bimtek/Rakor Evaluasi Pengawasan 

Pemilukada Dengan Stakeholder 

a. seminar kit pkt 15.000 

b. alat tulis kantor Pkt 300.000 

c. kaos panitia dan peserta Pkt 80.000 

d. penggandaan Pkt 10.000 

e. dekorasi/ spanduk Pkt 200.000 

f. dokumentasi Pkt 200.000 

g. piagam peserta Buah 5.000 

h. sewa gedung Pkt 2.000.000 

i. bantuan transport peserta OK 100.000 

j. konsumsi Pkt 42.500 

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA 

IV. KONSULTASI/SUPERVISI/INVESTIGASI/PANG 

GILAN SIDANG KODE ETIK 
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NO NAMABARANG 
SATUAN 

SATUAN 
BARGA 

1 2 3 4 

IV.l Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta 

a. penginapan/hotel OKH 650.000 

b. transport lokal OKH 500.000 

c. uang harian OKH 410.000 

d. tiket transport pulang pergi OKH 2.500.000 

IV.2 Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 

a. penginapan/hotel OKH 500.000 

b. transport OKH 250.000 

c. uang harian OKH 410.000 

IV.3 Bantuan Transportasi 

a. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten 

supervisi/ investigasi ke Kecamatan OKH 100.000 

b. Panitia Pengawas Pemilihan 

Kecamatan 

1. konsultasi anggota ke Kabupaten OKH 100.000 

2. konsultasi Sekretariat ke Kabupaten OKH 100.000 

TIM SENTRA PENEGAKAN HOKUM 
v. 

TERPADU 

a. Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Sentra 

Gakkumdu 

1. bantuan transport OB 100.000 

2. konsumsi dan snack rapat Pkt 35.000 

b. Belanja Bahan dan Penggandaan 

1. alat tulis kantor Pkt 750.000 

2. penggandaan Keg 150.000 

VI. ADVOKASI BANTUAN HUKUM 

Pendampingan hukum/ advokasi Pkt 20.000.000 


